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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan

dokumen dan informasi hukum secara baik dan

efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa-l 5 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional, yang menyatakan pimpinan Instansi wajib

membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan

informasi hukum di lingkungannya;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor lO I HK.O4 I 08 I 2022

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
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Mengingat 1

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang menyatakan

bahwa Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri

dari Tim Pembina dan Tim Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Pubtik (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

UndangUndang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

UndangUndang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

UndangUndang Nomor I Tahun 2Ol4 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2Ol2 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Nasional (Irembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang

Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemithan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320),

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kefa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 34l Kpts/ KPU / TAHUN 2O 1 6 tanggal

28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

LO/HK.O4/O812O22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Nomor 23 /PK.OI I 7 | lO I 2022 tentang

Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Marel2022.

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sebagaimans tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
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KETIGA

KEEMPAT

KEL]MA

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur;

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

dan;

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik,

akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Dildum KESATU

bertugas :

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses

secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim

Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan

tahunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/ atau anggaran lainnya sesuar dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur Nomor 9/ HK.03. I -Kpt I 7 I I O / Kab / IV / 2O2 1 tentang

Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor
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KEENAM

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB G MONGONDOW TIMUR

Hukum dan SDM

-6-

28/HK.O3.| lTllo/2021 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Nomor 9/HK.03.1-Kpt/TllOlKab

/IV /2021 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagr.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanegal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal 21 Maret2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Chylvia Sondakh
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TIM PEMIrIITA

NO NAMA JAIIATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1

Jamal Rahman
Ketua KPU
Kabupaten

Ketua Tim Pembina

2
Devita H. Pandev

Anggota
KPU Kabupaten

Wakil Ketua Tim Pembina

Ad'chilni Abukasim
Anggota

KPU Kabupaten
Anggota Tim Pembina

4
Abdul Kader Bachmid

Anggota
KPU Kabupa.ten

Anggota Tim Pembina

5
Terrv F- Suottr

Anggota
KPU Kabupaten

Anggota Tim Pembina

6
Ariesto J. Matantu, S.H,M.H

Sekretaris
KPU Kabupaten

Anggota Tim Pembina

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DAI,AM TIM

1 Kasubag Hukum dal SDM
Pemimpin Redaksi

/Ketua Tim Teknis

2 Victor O. losa, S.Sos

Kasubag Teknis
Pe nye lenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan

Masyaral€t

Wakil Pemimpin Redaksi

/Wakil Ketua Tim Teknis

Intan R. Panekey, S.E
Kasubag Perencanaan,

Data, dan Informasi

Saiful Sukardi, S.AP
Kasubag Keualgan, Umum

dan logistik
Wakil Pemimpin Redaksi

/Wakil Ketua Tim Teknis

5 Andi Didin Sefriadi, S.H
Pelaksana Subbagian

Hukum dan SDM

Admin JDIH/Admin Media
Sosial (Desain Grafis)
/ Pelaksana Redaksi

Fajar Rizki Yulianto, S.IP.
Pelaksana Subbagian

Keuangan, Umum, dan
logistik

Wakil Admin.IDIH
/Pelaksana Redaksi

TTM TEKIYIS

Chylvia C. Sondakh, S.H, M.AP

J.
Wakil Pemimpin Redaksi

/Wakil Ketua Tim Teknis

4.

6.
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Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 2l Maret2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

rtd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

G MONGONDOW TIMUR
K Hukum dan SDM

chv Sondakh

7
Fatkhu Muharram A. Sibadu,
ST

Pelaksana Subbagian
Pere ncanaal, Data dan

Informasi
Pelaksana Redaksi

8 Mimin Kayko, A.Md
Pelaksana Subbagian

Keuangan, Umum, dan
Iogistik

Pelaksana Redaksi

?irI
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